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PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  penetapan  sebagaimana  tersebut  dibawah  ini  dalam  perkara

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Madiono bin Amad, NIK 6409030508800007, tempat dan tanggal lahir, Waru, 05

Agustus 1980 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Berdomisili  di  RT.003,  Desa

Krayan  Bahagia,  Kecamatan  Long  Ikis,  Kabupaten  Paser,  sebagai

Pemohon I;

Niyah Elisa Mardiany binti Mardin, NIK 6401064502820001, tempat dan tanggal

lahir, Waru, 05 Februari 1982 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.003, Desa

Krayan  Bahagia,  Kecamatan  Long  Ikis,  Kabupaten  Paser,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat  permohonannya tertanggal

07 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah

Grogot Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa  para  Pemohon  telah  menikah  menurut  agama  Islam  pada

tanggal 19 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon II Desa Krayan Bahagia,

Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan wali nikah saudara kandung

Pemohon  II  bernama  Mahmud  bin  Mardin  dikarenkakan  ayah  kandung

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon  II  telah  meninggal  dunia  sejak  tanggal  06  Juni  2012,  yang  ijab

kabulnya  diwakilkan  kepada  Penghulu  Kampung  bernama  Ustadz  Aman,

dengan  maskawin  berupa  uang  sebesar  Rp.  500.000,00  (lima  ratus  ribu

rupiah) dibayar  tunai,  dan  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  masing-masing

bernama Tata Suyana dan Joko Suyanto, dan keduanya beragama Islam dan

Dewasa;

2. Bahwa saat  menikah Pemohon I  berstatus kawin dengan Hasnawati

binti  Dennu, namun saat  ini  Pemohon I  telah resmi bercerai  di  Pengadilan

Agama  Penajam  sebagaimana  Akta  Cerai  nomor  :  284/AC/2021/PA.Pnj

tanggal  03  November 2021 dan Pemohon II  berstatus  janda cerai  dengan

mantan suami bernama Sungkono bin Saridi, sebagaimana akta cerai nomor :

051/AC/2018/PA.Tgt tanggal 17 Januari 2018;

3. Bahwa  antara  para  Pemohon  tidak  ada  hubungan  darah,  sesusuan

maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk

melangsungkan  pernikahan  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  selama  para  Pemohon  menjalankan  rumah  tangga  sampai

sekarang  masih  beragama  Islam,  masih  hidup  rukun  sebagai  suami-istri,

sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang

membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan

dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari  pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama

sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke

Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak

mendaftarkan  pernikahan  tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

setempat,  karena  pada  sat  itu  Pemohon  I  belum  resmi  bercerai  secara

Negara;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk

penerbitan  akta  nikah  Para  Pemohon  dan  mengurus  kartu  keluarga  serta

keperluan lainnya;
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8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Madiono bin Amad) dengan

Pemohon  II,  (Niyah  Elisa  Mardiany  binti  Mardin)  yang  dilaksanakan  pada

tanggal 19 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon II Desa Krayan Bahagia,

Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis,  Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Tanah  Grogot  telah  mengumumkan  perkara  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut  pada  tanggal 07  Januari  2022  di  papan

pengumuman Pengadilan  Agama Tanah  Grogot  selama 14  (empat  belas)  hari

terhitung  mulai  tanggal  pengumuman,  namun  selama  masa  tenggang  waktu

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan

Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon

I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II

menyatakan  tetap  pada  permohonannya  dengan  menambahkan  keterangan

bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon

I masih terikat perkawinan secara sah dengan orang lain bernama Hasnawati binti

Dennu dan belum resmi bercerai;
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Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menyatakan  dalam kesimpulannya,

yang  pada  pokoknya  tetap  dengan  dalil-dalil  permohonannya  dan  mohon

penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  huruf  a  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  penjelasannya

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut Pengadilan  Agama,  dan

dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama

Islam,  dan  perkara  yang  diajukan  adalah  perkara  dibidang  perkawinan,  oleh

karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot

sebanyak  satu  kali  pengumuman dalam tenggang waktu  14  hari,  hal  ini  telah

sesuai  dengan  Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi

dan  Teknis  Peradilan  Agama,  namun  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh

permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara  aquo

dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I

dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

pernikahan  tersebut  dilangsungkan,  dan  atas  saran  Ketua  Majelis  tersebut
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Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama setempat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para

Pemohon  mendalilkan  telah  melaksanakan  pernikahan  sesuai  dengan  syariat

Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan

Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan

Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I

dan  Pemohon  II  dan  berdasarkan  keterangan  tersebut  telah  ternyata  para

Pemohon  mempunyai  hubungan  kapasitas  hukum  untuk  menjadi  pihak  dalam

perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II

mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan

itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan

pernikahan di  rumah orang tua Pemohon II  Desa Krayan Bahagia, Kecamatan

Long  Ikis,  Kabupaten  Paser,  pada  tanggal  19  Maret  2021,  dengan  wali  nikah

saudara  kandung  Pemohon  II  bernama  Mahmud  bin  Mardin  ayah  kandung

Pemohon II telah meninggal dunia sejak tanggal 06 Juni 2012, yang ijab kabulnya

diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Ustadz Aman, dengan maskawin

berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan

dihadiri  oleh  2  orang  saksi  masing-masing  bernama  Tata  Suyana  dan  Joko

Suyanto, dan keduanya beragama Islam dan Dewasa, namun Pemohon I dengan

Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

tidak  tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon

dan mengurus kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pasal  14  Kompilasi  Hukum Islam yang

menyebutkan bahwa untuk  melaksanakan perkawinan  harus  ada  calon  suami,

calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I

dan  Pemohon  II  telah  terungkap  fakta  bahwa  pada  saat  Pemohon  I

melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2021 di

rumah  orang  tua  Pemohon  II  Desa  Krayan  Bahagia,  Kecamatan  Long  Ikis,

Kabupaten  Paser,  ternyata  Pemohon  I  masih  terikat  pernikahan  dengan

perempuan  lain  dan  baru  sah  atau  resmi  bercerai  sejak  3  November  2021

sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan

tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan

keterangan atau pengakuan dari para Pemohon, telah terdapat fakta-fakta hukum

yang dikemukakan sebagai berikut :

 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II  telah menikah secara sirri  di  rumah

orang tua Pemohon II Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten

Paser, pada tanggal 19 Maret 2021;

 Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon

II, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain bernama

Hasnawati binti Dennu dan baru resmi bercerai sejak 3 November 2021;

Menimbang,  bahwa  keabsahan  suatu  ikatan  perkawinan  ataupun

perceraian  suatu  perkawinan  hanya  dapat  ditentukan  oleh  penetapan  atau

putusan  pengadilan,  oleh  karena  itu  status  perkawinan  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  yang  tidak  tercatat  hanya  dapat  ditentukan  sampai  adanya  suatu

penetapan Pengadilan dan status perceraian dari suatu perkawinan juga hanya

dapat  ditentukan  oleh  putusan  pengadilan  pula.  Adapun  dalam perkara  a  quo

status  perkawinan  Pemohon I  dengan  istri  terdahulunya  baru  dapat  dikatakan

resmi bercerai sejak tanggal 3 November 2021sebagaimana telah diterbitkannya

Akta Cerai oleh Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

dilaksanakan pada tanggal  19 Maret 2021 dengan kata lain,  status pernikahan

Pemohon I masih terikat dengan istri terdahulunya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  38  Undang-undang  Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  menyatakan  bahwa
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan  dapat  putus  karena  (a)  Kematian,  (b)  Perceraian  dan  (c)  atas

Keputusan Pengadilan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  3  dalam  Undang-undang  yang

sama juga menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki

seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  terbukti  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan pada  tanggal  19 Maret 2021, adalah fasid disebabkan salah satu

pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain,  oleh karena itu permohonan

para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka

jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka

para  Pemohon  harus  melakukan  akad  nikah  baru  (nikah  ulang)  di  hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  dimana  para

Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

 

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tanah  Grogot  pada  hari  Senin,  tanggal  24  Januari  2022  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I sebagai

Ketua Majelis,  Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan  Mochamad Firdaos, S.H.I.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis, 

 
Ttd.

Bahri Conoras, S.H.I

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

 Ttd.  Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nurhalis, S.H. 

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  50.000,00

3. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp.  400.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.  10.000,00

JUMLAH : Rp.  520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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